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A. Judul Kegiatan :
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Stakeholder Untuk Pengembangan Peranan Perempuan
Dalam Pembangunan Berbasis Kelurahan Di Kecamatan Pauh Kota Padang

B. Analisis Situasi

Pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat, dalam Sidang umum Perserikatan

Bangsa–Bangsa (PBB) secara resmi telah disahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau

Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan tersebut

sangat dibutuhkan gerakan Pemberdayaan perempuan dan kampanye kesetaraan gender. Beberapa

hal yang menjadi maksud dan tujuan SDGs terkait gender adalah Menjamin partisipasi penuh dan

efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan

keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat. Dalam konfigurasi politik yang

demokratis, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kehendak-kehendak rakyat dengan cara

merumuskan kebijakan yang demokratis dan bekerja secara proporsional (Ibrahim, 2009:8), salah

satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mendorong partisipasi politik perempuan.

Data pada tabel 1 memberikan gambaran kepada pembaca bahwa partispasi perempuan secara

jumlah masih jauh dari yang di harapkan

Tabel 1
Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014

Provinsi Kepala Desa /Lurah Sekretaris Desa/Lurah
Laki-
laki

Perempuan Jumlah Laki-
laki

Perempuan Jumlah

Aceh 6212 32 6244 5456 101 5557
Sumatera Utara 5458 319 5777 4640 971 5611
Sumatera Barat 1045 66 1111 688 317 1005
Riau 1635 43 1678 1524 124 1648
Jambi 1467 47 1514 1260 92 1352
Sumatera Selatan 2854 182 3036 2541 309 2850
Bengkulu 1413 69 1482 1274 130 1404
Lampung 2422 142 2564 2098 131 2229
Bangka Belitung 338 19 357 235 80 315
Kepulauan Riau 372 24 396 224 37 261
Sumber: Potensi Desa 2014, BPS (2014)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kelamin

Tahun 2014 masih rendahnya jumlah perempuan yang berpartisipasi. Di Sumatera Barat hanya 66

orang lurah/kepala desa peremuan dari total 1111 lurah/kepala desa, angka yang sangat kecil sekali,

hanya 5,9 persen. Dan untuk sekretaris desa/Lurah di Sumatera Barat berjumlah 317 dari 1.005 orang

sekretaris desa/lurah ataw sekitar 31 persen.

Di Kota Padang untuk mendorong keterlibatan perempuan tersebut pada tahun 2014 di tetapkan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Peranan Perempuan



Dalam Pembangunan Berbasiskan Kelurahan. Dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan bahwa menerima

dan membuka ruang pada kaum perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan yang tercermin

dalam susunan kepengurusan lembaga pemberdayaan masyarakat perempuan paling tinggi 30%

(persen) perempuan. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai

adalah terbentuknya masyarakat perempuan yang mandiri serta bisa meningkatkan ekonomi mereka

kemudian terbentuknya lembaga-lembaga dan kelompok perempuan berdasarkan inisiatif sendiri.

Walaupun sudah di atur dalam Peraturan Daerah, akan tetapi peran perempuan itu masih terbata, hal ini

di karenakan kurangnya dukungan stakeholder.

Pemangu kepentingan (stakeholder),  yaitu semua pihak di dalam sebuah struktur masyarakat,

yang bisa terdiri atas individu, komunitas yang memiliki keterkaitan kepentingan terhadap sebuah

persoalan merupakan aktor penting dalam setiap gerak langkah perubahan dalam pembangunan. Upaya

mendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasiskan Kelurahan maka diperlukan

mempertimbangkan berbagai pendekatan, baik pendekatan sektoral maupun kewilayahannya serta

melibatkan partisipasi aktif dari berbagai Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Kota Padang. Dalam

kerangka meningkatkan sinergisitas, sinkronisasi dan integrasi segenap potensi di kota Padang,

dibutuhkan suatu kegiatan penigkatan kapasitas bagi seluruh Stakeholders dalam rangka memberikan

kontribusi dalam pelakasaan Peraturan Daerah.

Tabel 2: Jenis Stakeholders

No Jenis
Stakeholders

Pengertian
Sta;keholders

Yang termasuk kedalam
Stakeholders

1. Stakeholders
Utama

Merupakan
stakeholders yang
memiliki kaitan
kepentingan secara
langsung dengan suatu
kebijakan, program, dan
proyek.

1. Masyarakat kelurahan
di lingkungan
kecamatan Pauh

2. Niniak mamak dan
pemuka masyarakat
di 2 kanagarian dalam
kecamatan Pauh

3. Pemuda
4. Bundo Kanduang
5. Kelompok Perempuan
6. Camat Kecamatan

Pauh.



2. Stakeholders
Pendukung

Stakeholders yang tidak
memiliki kaitan
kepentingan secara
langsung terhadap suatu
kebijakan, program, dan
proyek tetapi memiliki
kepedulian dan
keprihatinan sehingga
mereka turut bersuara
dan berpengaruh
terhadap sikap
masyarakat dan
keputusan legal
pemerintah.

1. NGO
2. Akademisi
3. Pengamat Sosial
4. Kelompok Swasta,

yang puny aprogram
pemberdayaan

3. Stakeholders
Kunci

Stakeholders yang
memiliki kewenangan
secara legal dalam hal
pengambilan keputusan.

1. Wali Kota Padang.
2. Badan Pemberdayaan

Masyarakat,
Perempuan, dan
Keluarga Berencana.

Keterlibatan stakeholder ini penting artinya, mengingat banyaknya mitos-mitos

tentang peran perempuan yang dilanggengkan dalam cara berfikir stakeholder tersebut,

diantaranya bahwa perempuan hanya dan sebaiknya terlibat dalam ranah domestik saja. Tidak

perlu perempuan banyak terlibat dalam urusan publik. Melihat pada data, bahwa jumlah

penduduk perempuan di kecamatan di kota Padang sangat tinggi, sehingga sebaiknya semua

stakeholder berfikir untuk hasil pembangunan yang lebih baik dan akan lebih banyak di

gunakan oleh perempuan maka perempuan sebaiknya dilibatkan. Karena itu pelatihan

pengembangan kapasitas terhadap kelompok stakeholder  untuk pengembangan peranan

perempuan dalam pembangunan berbasis kelurahan menjadi urgent sifatnya. Oleh karenanya

pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018 ini, sebagai bentuk kepedulian

kami jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas telah melakukan kegiatan

pengabdian dengan judul: " Pelatihan Peningkatan Kapasitas Stakeholder Untuk

Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasis Kelurahan Di

Kecamatan Pauh Kota Padang”.

C. Permasalahan Mitra

Semenjak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasiskan Kelurahan, walaupun

sudah berada di tahun keempat sejak perda ditetapkan belum signifikan perubahannya pada

peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Musrenbang tingkat kelurahan masih

didominasi oleh kelamin laki-laki. Yang walaupun secara jumlah terkadang perempuan

banyak hadir dalam kegiatan musrenbang kelurahan, namun belum berperan optimal sebagai



subjek pembangunan. Kehadiran perempuan dalam musrenbang, masih sebatas untuk

kegiatan urusan yang dimitoskan harus dikerjakan perempuan, misalnya sebagai seksi

konsumsi, sebagai mc dan lain sebagainya, yang secara konten sangat terlihat lemahnya

keterlibatan perempuan secara kualitas.

Kecamatan Pauh kota Padang terdiri dari sembilan kelurahan, artinya dalam satu tahun

anggaran terselenggara sembilan kali kegiatan musrenbang. Ini adalah kegiatan minimal yang

melibatkan kehadiran perempuan secara kualitas dan kuantitas. Dalam Peraturan Daerah Kota

Padang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Peranan Perempuan Dalam

Pembangunan Berbasiskan Kelurahan ditegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam

berbagai kegiatan pembangunan minimal harus memenuhi standar 30%, akan tetapi faktanya

di setiap keluaran tidaklah seperti itu. Adapun kesembilan kelurahan tersebut adalah:

1. Kelurahan Cupak Tangah

2. Kelurahan Piai Tangah

3. Kelurahan Binuang Kampung Dalam

4. Kelurahan Kapalo Koto

5. Kelurahan Lambung Bukit

6. Kelurahan Limau Manis

7. Kelurahan Limau Manis Selatan

8. Kelurahan Koto Luar

9. Kelurahan Pisang.

Kesembilan kelurahan tersebut, memiliki sakeholder, baik itu menjadi Stakeholders Utama yaitu yang

memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, proyek, Stakeholders

Pendukung yaitu yang tidak memiliki kepentingan secara langsung tetapi memiliki kepedulian,

Stakeholders Kunci yaitu yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan.

Pengembangan peran  perempuan dalam pembangunan akan berjalan dengan baik dan berkembang

apabila ketiga Stakeholders saling terlibat dan bekerjasama.

D. Solusi Yang Ditawarkan

Dari permasalahan dihadapi, dapat dipecahkan dengan cara dilakukan FGD dan workshop

kepada stakeholder di kelurahan yang ada di kecamatan Pauh. Adapun tema materi pembekalan

yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dalam pembangunan

2. Keberagaman stakeholder dan perannya dalam pembangunan

3. Pengarusutamaan Gender

4. Perempuan dalam Pembangunan



E. Metode Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode Fokus Group Discusion (FGD) dan workshop

kepada kelompok stakeholder. FGD di fasilitasi oleh tim peneliti dan workshop mengasah kemampuan

peserta terhadap materi materi berikut:

E. 1. Pendekatan dalam pembangunan

Berbagai pendekatan dalam pembangunan ditujuakn adalah untuk memberikan peta dan ruang lebar

bagi masyarakat dalam melakukan partsipasi. Khusus dalam hal ini adalah partisipasi kelompok

perempuan. Beberapa pendekatan itu antara lain:

1. Improvement vs Transformation
Perbedaan antara dua pendekatan improvement approach dan transfomation approach, terletak

pada reaksi yang diberikan terhadap eksistensi dan struktur sosial yang terjadi dilingkungan

masyarakat. Pendekatan improvement approach, menekan bahwa setiap perubahan yang

dilakukan berbasis pada struktur sosial yang ada. Sedangkan dalam pendekatan transformation

approach, perubahan di rancang untuk terjadi pada level struktur masyarakat melalui

transformasi struktural.

Improvement approach mengahrapkan perubahan bukan berbentuk transformasi struktural,

tetapi perubahan dalam cara dan sistem produksi yang mengandalkan pada inovasi ide-ide baru,

maka terwujudnya perubahan terutama dalam bentuk peningkatan produktivitas tersebut sangat

ditentukan oleh keberhasilan inovasi pembangunan yang dilaksanakan. Dalam hal ini maka

perubahan di Kecamatan Pauh di harapkan tidak merubah struktur sosial masyarakatnya.

Sedangkan pada pendekatan transformation approach, transformasi struktural dapat dilihat

sebagai tujuan dan juga sarana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, karena perubahan

dalam proses pembangunan masyarakat yang diselenggarakan, target utamanya adalah

perubahan struktural. Karena melalui struktur sosial yang baru kemudian dapat dikembangkan

kondisi kehidupan yang lebih baik. Kelompok stakeholder perlu mengenal dua pendekatan ini,

dalam pemebelajaran orang dewasa maka pengeathuan yang baik akan menghasilkan pilihan

keputusan pendekatan yang tepat.

2. Proses vs Hasil Material
Pembangunan dalam masyarakat terkadang terbentur pada pilihan mementingkan proses atau

kepada hasil material. Ketika pembangunan lebih mementingkan proses maka akan lebih

menggunakan pola hubungan yang bersifat horizontal baik secara internal antar kelompok, suku

atau antar warga masyarakat sendiri, maupun dalam hubungan masyarakat dengan pihak

eksternal dengan para kelompok pembaharuan yang merancang perubahan. Pembangunan

masyarakat adalah proses menuju suatu kondisi dimana masyarakat menjadi semakin kompeten



dan kritis dalam menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi disekelilingnya. Proses berjalan

secara bertahap, dan tdak melompat-lompat, tingkat kepekaan dan daya kritis yang semakin

terasah dan semakin tinggi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa, kreativitas, dan partisipasi

yang semakin meningkat dalam beragai kegiatan pembangunan. Sebaliknya, pembangunan

masyarakat yang mementingkan hasil material dianggap lebih menjanjikan perubahan-

perubahan konkret secara cepat. Dengan perubahan-perubahan tersebut masyarakat lebih cepat

bisa mengukur tingkat perubahan degan mengejar berbagai ketertinggalan. Masyarakat dengan

kerawanan tinggi akan lebih memilih cara ini, kerena pada umumnya, dalam masyarakat seperti

ini pendekatan proses dianggap terlalu berbelit, butuh waktu lama, dan tidak langsung pasa

sasarannya.

3. Selfhelp vs Technocrafic
Pendekatan selfhelp approach merupakan pendekatan pembangunan yang mengutamakan

sumber, kekuatan dan potensi, dari dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini

didasarkan pada prinsip demokrasi dan prinsip menentukan nasib sendiri. Dugaan yang

mendasari bahwa masyarakat sendiri dapat menjadi pelaku yang sangat berarti sekaligus

menjadi pengendali proses pembangunan. Karena pada prinsipnnya setiap kelompok

masyarakat mempunyai kemampuan dan potensi untuk berkembang atas kekuatan sendiri.

Melalui pendekatan ini diharapkan masyarakat sendiri yang:

a. Menentukan apa yang menjadi kebutuhannya.
b. Menentukan sendiri bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhannya.
c. Melaksanakan sendiri langkah yang sudah diputuskan.

Berbeda pendekatan technocratic yang lebih didasarkan pada pendapat bahwa masyarakat di

negara-negara berkembang terutama masyarakat pedesaan, hanya mungkin melaksanakan

perubahan dan pembaharuan apabila dimulai suatu tindakan, suatu intervensi dari pihak luar,

semisal dari pemerintah. Intervensi dari luar dapat berupa rumusan program dan kegiatan yang

sangat lengkap dengan SOP dan pelaksananya. Maka pendekatan technocratic atau techninal

asisstance dianggap mempunyai kelebihan terutama dalam rangka proses mempercepat usaha

mengejar ketertinggalan khususnya dilihat dari aspek ekonomi dan peningktan produktivitas.

Pendektan ini sangat bersifat top down, masyakarat diminta untuk patuh dan taat pada standar

yang ada dalam melakukan perubahan.

4. Uniformitas vs Variasi Lokal
Pendekatan Uniformitas, lebih menitikberatkan pada keseragaman. Biasanya diwujdudkan

dalam bentuk program-program pembangunan masyarakat yang dirancang pada tingkat pusat

kemudian diterapkan diseluruh lapisan masyarakat di daerah yang ada tanpa memerhatikan

perbedaan karakteristik masing-masing daerah, atau sering disebut blueprint approach yang

juga bersifat top down. Pada umumnya alasan yang dikemukakan dalam pendekatan ini adalah



masalah efisiensi, memudahkan mengawasi proses pelaksanaan. Adanya kepastian dalam

pelaksanaan program dan terintegrasi secara nasional. Hal yang negatif dari pendekatan ini

adalah bahwa tidak memperhatikan karakteristik masyarakat lokal sebgai tempat pelaksana

program. Pada sisi yang lain ada pendekatan yang menekankan pada variasi local, yang

dibangun atas kesadaran bahwa program-program pembangunan tidak dapat dilakukan secara

seragam, justru karena masing-masing kelompok masyarakat dan wilayah mempunyai kondisi

dan permasalahan yang berbeda.

E.2. Perempuan dalam Pembangunan

Konsep pembangunan kemampuan peranan perempuan yang dipergunakan berkembang menjadi

pemberdayaan perempuan yang berarti meningkatkan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek

kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif

sebagai motivator dan akslerasi proses pembangunan. Sehingga Karls (1995) memandang bahwa

pemberdayaan kaum perempuan sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity

building) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan

keputusan dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara

perempuan dan kaum laki-laki. Diakui selama ini ada anggapan bahwa kualitas perempuan dalam

pembangunan masih sangat rendah, yang menyebabkan peran kaum perempuan tertinggal dalam segala

hal. Maka untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam arus

pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan dan menghilangkan

faktor kendala yang dihadapi perempuan dalam pembangunan dengan melakukan kegiatan analisis dan

evaluasi  terhadap:

a. sejauhmana perempuan terlibat dalam program-program pembangunan

b. sejauhmana kualitas tenaga kerja perempuan

c. hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi perempuan dalam kegiatan pembangunan

d. upaya-upaya apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan peran

perempuan

e. Faktor apa sajakah yang dominan berpengaruh terhadap hubungan gender dan

f. bagaimana pemecahan masalah yang dihadapi perempuan.

Maka dengan kerangka ini tentunya akan dapat dihasilkan suatu identifikasi sejauhmana peranan

perempuan dalam pembangunan pada masa ini.
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Persiapan Pelaksanaan Evaluasi &
Laporan

1. Menghubungi Mitra
2. Penyusunan modul

FGD dan Workshop
3. Persiapan untuk FGD

dan Workshop

1. Penyampaian materi
pembekalan

2. Workshop

1. Evaluasi kegiatan
2. Laporan Kegiatan

E.3 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas stakeholder untuk pengembangan peranan

perempuan dalam pembangunan berbasis kelurahan ini akan dilakukan dengan FGD dan workshop.

Kegiatan ini direncanakan akan dilakukan selama 2 (dua) hari kerja. Pada hari pertama kegiatan

akan dilakukan fokus group diskusi yang menempatkan semua peserta adalah narasumber, yang

akan berbagi dan saling belajar strategi pengembangan peran perempuan dalam pembangunan

berbasis kelurahan. Sedangkan pada hari kedua akan dilakukan workshop, dimana peserta akan

dikelompokkan menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok akan mengemukakan sebuah

kondisi yang kerap dihadapi dalam mengembangkan peran perempuan dalam pembangunan berbass

kelurahan. Kasus yang dikemukakan akan disertai dengan tantangan serta solusi yang mereka

pecahkan berkelompok.

Kegiatan ini telah dilakukan degan diikuti oleh 31 orang peserta yang berasal dari Kenagarian

PAUH V masing-masing wewakili 8 unsur stakeholder yang berbeda, terdiri atas stakeholder

utama, atau penunjang. Kemudian ditambah dengan 2 stakeholder kunci yang masing-masingnya

satu orang utusan (Absen Peserta terlampir)

Dalam FGD dan Workshop ini, rencana kegiatan dilaksanakan seperti tergambar dalam bagan 1

berikut ini:

Bagan 1.
Pelaksanaan Kegiatan

Persiapan:
Pada tahap dibangun komunikasi informal dengan Pengurus KAN Kenagarian PAUH V

Kecamatan Pauh, dari komuiasi informal ini dilanjutkan dengan komunikasi forma melalui surat yang

dikirimkan oleh Dekan FISIP UNAND kepada Keta KAN Nagari PAUH V Kecamtan Kuranji. Acara

FGD dan Workshop disepakati dilaksanakan di Kantor KAN PAUH V, dan Ketua KAN Melalui

seretaris KAN akan mengundang stakholderterkait yang sudah dikelompokkan menjadi Stakholder

Utama, Penunjang dan Kunci.



11

Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Rundown Acara sebagai berikut:

Waktu MATERI Pelaksana
Sabtu, 17 November 2018 Hari pertama

FGD
09.00-09.30 Pembukaan

a. Pembacaan Alquran
b. Sambutan Ketua Jurusan AP
c. Sambutan sekaligus membuka acara

oleh Ketua KAN Pauh V
d. Membaca Doa
e. Foto Bersama

KAN Nagari PAUH V
dan Jurusan Adm

Publik

09.30-10.00 Pengantar dan Membangun Kesepatakan
Kelas dengan Peserta

Rozidateno Putri

10.00-1030 Istirahat Panitia
10.30-12.00 FGD Tim Jurusan AP
12.00-13.30 ISHOMA Panitia
13.30-16.00 FGD Lanjutan Peserta dan Fasilitator

Minggu, 18 November 2018 Hari ke dua
WorkSHop

09.00-10.30 Materi 1: Perempuan dalam Pembangunan Wewen Kusumi
10.30-11.30 Materi 2: Pendekatan Pendekatan

Pembanguan
Yoserizal

11.30-12.00 Materi 3. Stakeholder dan peranananya
dalam Pembangunan

Misnar Sitriwanti

13.30-16.00 Kerja Kelompok Peserta dan Fasilitator
16.30-17.00 Pembacaan Hasil RTL Peserta

Kegiatan berjalan lancar dan peserta cukup antusias mengikuti rangkaian acara
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Materi
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F. Partisipasi Mitra

Mitra mempunyai partisipasi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

Secara rinci keterlibatan mitra seperti Tabel 3:

Tabel 3: Partisipasi Mitra
Tahap Kegiatan Partisipasi

Persiapan 1. Pengurusan izin dan berdialog dengan mitra
2. Menyediakan lokasi kegiatan
3. Menyusun bersama peta stakeholder di

Kecamatan Pauh
4. Mengundang peserta

Pelaksanaan 1. Menfasilitasi pelaksanaan FGD dan
Workshop

2. Membantu peserta untuk mapping
permasalahan di level stakeholder

3. Berdiskusi interaktif dengan peserta kegiatan
4. Fasilitator antara peserta dengan tim pengabdian

Evaluasi dan Laporan 1. Menyusun dan memberi masukan terhadap
Rencana Tindak Lanjut (RTL)

2. Memberikan masukan terhadap proses evalusi
yang dilakukan oleh tim

3. Memberikan masukan terhadap laporan yang
dibuat tim.

4. Membuat laporan khusus untuk mitra.
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G. Terget Luaran

Yang menjadi Target luaran dalam dari FGD dan Workshop ini adalah, seperti yang terlihat

di tabel di bawah ini:

Tabel 4
TARGET KELUARAN DARI KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

No Permasalahan
Mitra

Solusi Kegiatan Keluaran

1. Kapasitas
stakeholder
perlu
diselaraskan
dengan
perkembangan
capaian SDGs
yaitu
pengembangan
peran
perempuan
dalam
pembangunan
berbasis
kelurahan

dilakukan
pelatihan-
pelatihan untuk
meningkatkan
kapasitas
stakeholder

FGD dan
workshop

 Pengetahuan dan
kemampuan
stakeholder
bertambah, terkait
masalah :

a. Pendekatan dalam
pembangunan

b. Keberagaman
stakeholder dan
perannya dalam
pembangunan

c. Pengarusutamaan
Gender

d. Perempuan dalam
Pembangunan

Semua luaran tersebut telah berhasi di capai dalam acara yang berlangsung pada Tanggal 17 dan 18
November 2018

H. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan   ini direncanakan akan dilaksanakan   jangka   waktu 3 bulan, Jadwal yang

direncanakan sebagai berikut :

No Kegiatan Bulan
I

Juli

Bulan
II

Agustus

Bulan
III

September

1 Survei Lokasi, Pengurusan izin
dan diskusi dengan pihak
manajemen mitra

X

2 Diskusi tim pengabdian untuk
persiapan pembuatan bahan
Pelatihan

X

3 Merancang materi pelatihan dan
pengadaan bahan bagi peserta
pelatihan

X

4 Kegiatan FGD dan workshop X

5 Laporan X
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I. Anggaran Biaya

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat jurusan Administrasi Publik di kecamatan Pauh

kota Padang ini membutuhkan biaya sebesar Rp. 10.000.000., (Sepuluh juta rupiah)

dengan perincian sebagai berikut :

a. Bahan Aus (Material Pengabdian)

No Nama Bahan Volume
Biaya

Satuan
(Rp)

Jumlah

1 Kertas HVS 2 rim 35.000 70.000
2 USB 6GB 1 buah 80.000 80.000
3 HP Toner Catdrige 1 buah 850.000 850.000
4 Block Note 25buah 5.000 125.000
5 Ballpoint 25buah 5.000 125.000
6 Map file Plastik 25 buah 5.000 125.000
7 Fotocopy bahan 1 paket 250.000 250.000
8 Spanduk 1 buah 100.000 100.000
9 Voucer hp 1 paket 50.000 50.000

10 Pelaporan 1 paket 110.000 110.000
Jumlah 1.885.000

b. Transportasi
No Tujuan/Kegiatan Jumlah (Rp)

1 Konfirmasi tempat pengabdian dan pelaksanaan
a. Transportasi
b. Konsumsi 4 orang

350.000
140.000

2 Transportasi Pelaksanaan kegiatan 1 hari 350.000

3 Transportasi peserta (25 orang x 100.000) 2.500.000

Jumlah 3.340.000

c.Pertemuan danDiskusi
No Kegiatan Volume Biaya Satuan Jumlah
1 Konsumsi diskusi internal 4 kali 200.000 800.000
2 Pembuatan modul 1 paket (25 buah) 75.000 1.875.000
3 Konsumsi peserta dan panitia

(snack)
35 orang x2 15.000 1.050.000

4 Makan siang peserta 35 orang 30.000 1.050.000
Jumlah 4.775.000

d. RekapitulasiAnggaran.
No Komponen Biaya Jumlah (Rp)

1 Bahan untuk Materi pengabdian 1.885.000
2 Transportasi 3.340.000
3 Pertemuan/diskusi 4.775.000

Jumlah 10.000.000
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Status Perkawinan : Menikah
Agama : Islam
Golongan/Pangkat : III c /Penata Muda
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Lembaga Administrasi Negara
Deputi Bidang Pembinaan
Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur

PENGALAMAN JABATAN
Jabatan Institusi Tahun...sd...

Sekretaris Senat Senat Fakultas Ilmu Sosial
Politik

2015 s/d Sekarang

Ketua Lembaga Laboratorium Ilmu
Administrasi Negara

2011 s/d 2014

PENGALAMAN PENELITIAN
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